
BUPATIKARANGANYAR 

PROVINS! JAW A TENG AH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 2. TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2 014 - 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) 
huruf b, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ten Lang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah 
diubal;i beberapa kali Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
20 14-2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Un dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 13 
Pembentuko.n Daerah - Daerah 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

ten tang 
dalam 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lern baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahara8n Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Unclang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang S istem 
Perenca naan Pc mba ngunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Re publik Ind onesia Nomor 4421); 

6 . Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Perncrintahar. Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah 
diubah bcberapa kali te rakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Ta hun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara RepubJik 
Indones ia Ta hun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 



7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
P,erimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Und::i.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

9 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Pcraturan Pemerintah Nomor· 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraluran Pemer-intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, · Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. PeraLuran Pemerintah Nomor 39 Tahu n 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian Dan E:valuasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

17. PeraLuran Pcmerinlah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan La po ran Penyelenggaraan 
Pemcrintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pcmcrintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4693); 



18. PeraLuran PemerinLah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, 
Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/KoLa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pcmerinlah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyclcnggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negc1ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4697); 

21. PeraLuran Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tp-hapan Tata Cara Pcnyusunan, Pcngendalian Dan 
EvaluAsi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4698); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahu n 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

23 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten Lang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraluran Men teri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

24. Peraluran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Len tang Taha pan Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren can a 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Repubiik indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

25. Peraluran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 ten Lang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tnhun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

26. Peraturan Dacrah Provinsi J awa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daei-ah Tahun 2013-2018 (Lembaran Dae rah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 
Nomor 14); 



Menetapkan 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 
Tahun 2013 Len Lang Rencana Tata Ruang Wilayah 
KabupaLe:1 Karanganyar Tahun 2013 sampai dengan 
Tahun 2032 (Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2013 Nomor 1 Tarnbahan Lembaran Daerah 
KabupaLen Karanganyar Nornor 3). 

Dcngan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

dan 
BUPATIKARANGANYAR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGI<A MENENGAH DAERAI-1 TAHUN 2014-2018 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
l. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupnti Karanganyar. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah 
dokumen pcrencanaan nasional untuk periode 5 (lima) 
tahun dari Tahun 2010 sarnpai dengan Tahun 20 14. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD 
adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) Lahun dari TA.hun 2005 sampai dengan Tahun 
2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. 

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat 
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan 
Tahun 2018. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Rcncana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah n..1musan urnum mengenai keadaan yang 
cliinginkan pada akhir pe1-iode perencanaan. 



11. Misi adalah rumusan umum mcngenai upaya-upaya yan g 
akan d ilaksanakan untuk mewujudkan visi . 

12. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan 
program-program indikalif unluk mewujudkan visi dan 
m1s1. 

13. Program Pembangunan adalah instrumen kebijakan yang 
berisi satu alau lcbi h kegiatan ya n g dilaksanakan o leh 
inslansi Pcmcrintah / Lc:mbaga untuk mcncapai sasaran 
dan lUJUan scrta mcmperolch a lokasi anggaran, atau 
kegiatan masyarakat yan g dikoordinasikan oleh instansi 
peme1-intah. 

BAB II 
RENC/\N/\ PEMl3ANGUN/\N ,JANG KA ME:NENGAH 0/\ERAH 

Pasal 2 
Renc-ana Pembangunan Jnngka Mencngah Daerah 
merupakan dokumcn pei-encanaan pembangunan daerah 
sebagai landasan dan pcdoman bagi Pemcrintah Daerah 
dalam mclaksannkan pembangunan 5 (lima) tahun 
terhitung s<·jak Tahun 2014 sampai dengan T a hun 20 18 
dan pelaksanaan lebih lanjuL dituangkan dalam RKPD. 

Pasal 3 
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 

dengan sistematika scbagai berikut: 
·a. BAB I Pcndahu luan; 
b. BAB II Gambarnn Umum Kondisi Daerah; 
c. BAB Ill Gambaran Pengelolaan Keuangan 

cl. 
c. 
f. 
g . 

h. 

I. 

J. 

BAB IV 
BAG V 
BAG V I 
BAB Vil 

BAB VIII 

BABIX 

BAl3 X 

k. BAB X I 

Dacrah scrta Ker a n gka Pendanaan; 
Analisis I su- l su Strategis; 
Vis i , Misi, Tujuan dan Sasa ran; 
Strategi dan Arah I<ebijakan; 
Kcbijakan Umum dan Program 
Pcmbangu n a n Daerah; 
lndikasi Rencana Program Prioritas 
ya11g Discrtai Kebutuhan 
Pendanaan; 
Penetapan 
Dae rah; 

lndikalor 

Pcdoman Transisi dan 
Pelaksanaan; 
Penutup. 

Kinerja 

Kaidah 

(2) RPJMD berikut matriknya sebagaimana 
dalam Lampiran mcrupakan bagian 
tcrpisahkan dari Peraturnn Daerah m1. 

lercantum 
yan g tidak 

Pasal 4 
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari v1s1, misi dan 

program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan 
h:epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013. 

(2 ) RPJMD bcrpedoman pada RPJPD dan memperhatikan 
RPJMD Provinsi. 



Pasal 5 
(1) RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun 

Renstra-SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh 
pemangku kepentingan di d aerah dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 
20 14 sampai dengan 20 18. 

(2 ) Pe nyusun a n RKPD tahun 2019 dis usun dengan 
b c rpecloman pada RPJMD Tahun 2014 - 2018, RPJP 
D ,ierah , RPJIVID Provinsi serta mempe rhatikan RPJMN 
sampai dengan dite tapka nnya RPJMD Tahun 2019 -
2023. 

Pasa l 6 
RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam 
penyelenggaran pembangunan di Daerah. 

BAB Ill 
PENGENDALlAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

rangka 

( 1) Bupati m e la kuka n pengendalian d a n evaluasi 
pelaksanaan RPJMD. 

(2 ) Pengcndalian sebagaima na dimaksud pada ayat (1) 
m e liputi: 
a . kebijakan p crencan aan RPJIVID; 
b. pelaksan aan RPJMD. 

(3 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu t i: 
a . kcbijakan pcrencannan RPJMD; 
b. p e laksanaan RPJMD; d a n 
c. h asil RPJMD. 

(4) Pe laksan aan pengendalian dan evaluasi se bagaima n a 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan ole h k e pala S a d a n 
Perencanaan Pembangunan D aera h Kabupate n 
Karanganyar ; 

(5 ) Tata cara pe n genda lia n dan e va luas i p e la ksanaan 
RPJIVID sebagaimana dima ksud pada ayat (1) Peraturan 
D aerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pera tura n 
Pe runda ng-unda n gan. 

BAB IV 
.PERUBAHAN RENCANA PEIVIBANGUNAN JANGKA 

M ENENGAH DAERAH 

Pasal 8 
( 1) Peruba han RPJMD h a nya dapat d ilakukan apabila: 

a . h as il pengendalia n d a n evaluasi menunjukka n b a hwa 
proses perumusan, tidak sesu a i dengan tahapan dan 
tata cara penyusun a n re n can a pemba n gun a n dae r a h; 

b. h asi l pengendalia n d a n evaluasi menunjukkan bahwa 
substa n s i yang dirumus k a n tida k sesuai dengan 
Pcraturan Pen..111.da n g- undangan; 

c . terjacli pcrubahan ya n g mendasar; cl a n /atau 
d. merugikan kcpentingan dae ra h dan n asional. 



(2) ?erubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, 
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau 
perubahan kebijakan nasional. 

Pasal 9 
RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 10 
Dalam ha! pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian 
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian 
sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan 
perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Karanganyar. 

orang mengetahuinya, memerinta hkan 
Peraturan Daerah ini dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Diun~>igkc:'\Q•\.. c;:li Karanganya r 
pa da , ~ ~rr7 , Met .:2814 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR J._ TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGI0\ MENENGAH OAERAH 
TAHUN 2014 - 2018 

I. PENJELASAN UMUM 

Pada hakekatnya pere n canaan pe mbangunan daerah merupakan 
bagian integral ya n g lidak lerpisah k a n dari sislern perencanaan 
pembangunan nasiona! clengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan 
prioritasnya sebagain1.ana ditelapkan dalarn RPJPN. Kebijakan tersebut 
selanjutnya dituangkan clalam RPJMN dengan tujuan untuk memberika n 
gambaran mengenai wujud masa dcpan yang diinginkan kurun waktu 
lima tahun. RPJMN scbagai rencana jangka rne nengah selanjutnya 
diterjemahkan secara kongkrit, spcsifik dan operasional rnenjadi r e ncana 
operasional tahunc1.n. 

Selain ntuk mencapai saran p e mbangunan nasional, pembangunan 
daerah juga bertujuan unluk mcningkatkan hasil-hasil pembangunan 
claerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar rnasyarakat lebih 
sejahtera. 

Oalam rangka mernberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan 
cila-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi 
Bupati berdasarkftn Undang-U nd ang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang 
Sistem Pembanguan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan 
Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 l O ten tang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pernbangunan Daerah pcrlu disusun Rencana Pernbangunan Daerah 
kurun waktu 5 (lima) tahun. 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati 
untuk waktu 5 (lirna) tnhun yang penyusunannya berpedoman pada 
RP,JPD dan mernpe rhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan urnum, dan program 
p embangunan daerah, dan program kewi layahan disertai dengan 
rcncana-rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bcrsifat indikatif. 

Penyusunan RPJMD dilakukan sccara partisipatif 
melaibatkan seluruh pe rnangku kepen tingan pembangunan, 
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

dengan 
serta 

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD 
dan pedoman penyusuna n RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu 
juga dijadikan acuan bagi p c nyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan Kabupalen Kara nganyar. Khusus penyusunan RKPD 



Tahun '.2019 yan g ditclapkan pada tahun 2018, dikarenakan belum 
disusunnya RPJMD tahun 2019 - 2023, maka penyusunannya 
berpedoman pada RPJMD Tahun 2014 - 20 18, RPJP Daerah, RPJMD 
Provinsi dan RPJM N . 

JI. PENJELASAN PASAL DEMI PASA L 

Pasal 
Pasal 
Pasal 

1 Cukup jelas. 
2 Cukup jelas. 
3 Ayat (1) : Sistematika RPJMD m erujuk pada Pasa l 40 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No m or 8 Tahun 2008 tentang 
Taha p a n Tata Cara Penyu s unan, Pengendalian Dan 
Eva luas i Pe laksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah 

Ayat (2 ) : Cukup jelas 
Pasal 4 Cukup jclas. 
Pasal 5 

Ayat (1) : yan g dimaksud dengan "pemangku k e pentingan" 
adalah pih ak yang langsung atau tidak langsung 
mendapatkan m anfaat a tau dampak dari 
p erencanaan dan pe laksa n aan pemb angunan dae rah 
antara lain unsur DPRD, TN!, POLRI, Keja ksaan, 
Akademisi, LSM / ORMAS, Tokoh Masyarakat 
Ka ranganyar, pengusaha/ investo r , Pemerintah 
Pusat, Pemer-intah Provinsi, Pe m erinta h an Desa dan 
Kelurahan serta keterwakilan p erempuan dan 
kelompok masyarakat rentan termarginalkan. 

Ayat (2) : Karena RPJMD 20 14-20 18 dila k san akan pada 5 
tahun anggar a n penuh, m a ka guna kela n caran 
penyelenggaraan pembangunan daerah, penyusunan 
RKPD Lahun 20 19 yan g dilaksanakan pada 2018 
berpedoman pada RPJMD Ta hun 2014 - 2 018, RPJP 
Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJMN. 

Pasal 
Pasal 
PasRl 

6 Cukup jclas. 
7 Cukup jclas. 
8 

Pasal 9 
Pasal 10 
Pasal 1 1 

Ayat (1) Hurur a 
: Cukup jelas. 
Huruf b 
: Cukup jelas. 
Huruf c 
: Cukup jelas. 
Huruf d 

yang dimnksud merugikan kepentingan daerah dan 
nasional apabi la dokumen RPJMD bertentangan 
dengan kebijakan dae rah dan nasional. 

Ayat (2) : Cukup jclas. 
Cukup jelas. 
Cukup jclas. 
Cukup jclas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR . 


